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HK. Dagang adalah matakuliah
wajib yang ditempuh
mahasiswa sebagai mata
kuliah prasyarat untuk
mengambil mata kuliah linear
selanjutnya

HUKUM DAGANG

[0}

Mata Kuliah ini dimasudkan
untuk memberikan bekal
pemahaman kepada mahasiswa
ttg pihak yg terlibat dalam duni
perdagangan menyangkut ¢
pedagang, perusahaan ¢an
pekerjaan.
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Pada tahun 1807 di
Perancis di buat hukum
dagang tersendiri dari
hukum sipil yang ada yaitu
(CODE DE COMMERCE )
yang tersusun dari
ordonnance du commerce
(1673) dan ordonnance du
la marine(1838)

Tahun 1819 drencanakan
KUHD ini ada 3 kitab dan
tidak mengenal peradilan
khusus, lalu pada tahun
1838 akhirnya di sahkan
sehingga KUHD belanda
1838 menjadi contoh bagi
pembuatan KUHD di

Indonesia pada tahun 1848.

Pada akhir abad ke-19 Prof.
molengraaff merancang UU
kepailitan sebagai buku Il di
KUHD Nederlands menjadi UU
yang berdiri sendiri (1893
berlaku 1896).Dan sampai
sekarang KUHD Indonesia
memiliki 2 kitab yaitu tentang
dagang umumnya dan tentang
hak-hak dan kewajiban yang
tertib dari pelayaran
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DEFINISI HUKUM
DAGANG

¢ Secara Etimologis, hukum dagang berasal dua kata yaitu hukum yang berarti
peraturan-peraturan, aturan . Dan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan
dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli;
niaga. NHukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan
hukum atau subyek hukum dalam jual beli untuk memperoleh keuntungan.

+* CST. Kansil

Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur
tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan

dalam usaha pencapaian laba. "




DEFINISI HUKUM
DAGANG

Istilah Hukum Dagang

Dasarnya : Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van
Koopandel (WvK),

Mulai berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) pada tanggal 1 Mei 1848 Stb. No. 23
Tahun 1847)

KUHD, pada awalnya terdiri 3 Kitab, (masih berlaku) tetapi yg dipakai sebagai pedoman
adalah 2 kitab,

a. Kitab | tentang Dagang Pada Umumnya, dan

b. Kitab Il tentang Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, sedangkan Kltab I
tentang kepailitan sudah dicabut (menjadi UU Kepailitan)




ADA YANG HILANG
DI KUHD???

Pasal 2
Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab |
tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 3
Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab |
tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 4
Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab |
tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

Pasal 5
Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab |
tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.




PASAL YANG HILANG DI
KUHD

o BABI,KITAB1
R’k PASAL 2- PASAL S5

1 Januari 1935, Belanda
menghapus Pasal 2-5
KUHD

N

PERGESERAN
MAKNA HUKUM




MAKNA LAMA

PERUBAHANNYA

barang barang bergerak, tetapi juga barang
tidak bergerak sebagai objek
perdagangan (barang dan jasa)
menjual Termasuk perbuatan perdagangan
perdagangan perusahaan

Peyselisinan\dagang

Bila ada perselisihan antara
pedagang dengan orang yang buka
pedangan mengenai pelaksanaan
perjanjian.




HUBUNGAN
HUKUM DAGANG
DAN

HUKUM PERDATE— ‘
B




LEX SPECIALIS DEROGAT LEX
HUKUM PERDATA GENERALIS

LEX GENERALIS

HUKUM DAGANG
LEX SPECIALIS
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PRINSIP HUKUM

DAGANG
INTERNASIONAL
%y Prinsip Kebebasan Para nei
4 Pihak Dalam Berkontrak ‘r P”nSIp
~ (The Principle Of The T Pen_g gunaan
Freedom Of Contract) Arbitrase
B prinsip Pacta B Prinsip Kebebasan
— ——  Komunikasi
sunt (Navigasi)
Servanda



1. Prinsip Dasar
s KKebebasan Berkontrak

s Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak

untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi:

— kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati para pihak
— kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang

— kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.
+* Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan

d.

® oo o

Undang Undang,

kepentingan umum,

kesusilaan,

kesopanan dan

persyaratan lain yang di tetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

-4



2. Pacta Sunt Servanda )

m

¢ Pacta Sunt Servanda asas paling fundamental
karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian.

+** Pasal 1388 BW—> perjanjian yang dibuat berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya

** Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap

kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan _
tindakan melanggar janji atau wanprestasi. /—‘
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3. PRINSIP PENGGUNAAN
/I ABRITASE

Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip fundamental dalam penyelesaian
sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau
tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.

Prinsip Kebebasan Memilinh Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip di mana para pihak
memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilin cara atau mekanisme
bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).

Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Bebas menentukan sendiri hukum apa yang akan
diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase).

Prinsip lktikad Baik (Good Faith). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad
baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam
dua tahap.

Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa.
Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum

(perdagangan) internasional,yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilare
cara-cara pilihan para pihak lainnya.




Prinsip Dasar Kebebasan 1
Komunikasi (Navigasi) =

e MU
\S2

0.

*» Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak
untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa
pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi
Internasional, memfasilitasi kebebasan ini.

*» Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya
perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum
(internasional) memfasilitasi kebebasan ini. Dalam
berkomunikasi untuk maksud berdagang ini kebebasan para

pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem .
politik, atau sistem hukum A



ARBITRASE

0.

1. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua
digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian
sengketanya.

2. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga
(netral) ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau
dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya
mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

3. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah
melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun
konsiliasi lebih formal daripada mediasi.

4. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga

yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase lembaga atau arbitrase
sementara (ad hoc). "



“Hukum bernilai
bukan karena itu
adalah hukum,
melainkan karena ada
kebaikan di
dalamnya.”
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